BAB lli
PEMBAHASAN

12. Umum.

Beberapa uraian penting tentang latar belakang, rumusan masalah, tinjaun
pustaka yang berisi peraturan perundangan yang mendasari, kerangka teori,
data dan fakta tentang kesejahteraan masyarakat pesisir, ditambah dengan
penjelasan perkembangan lingkungan strategis yang ada baik dalam lingkup
global, regional dan nasional, maka dapat disusun konsep-konsep kebijakan
melalui pemanfaatan potensi bangsa yang ada saat ini dalam hal peningkatan
kesejahteraan masyarakat pesisir guna mendukung pengamanan laut dengan
memanfaatkan secara jeli faktor-faktor yang berpengaruh sehingga dapat
diketahui kontribusi dan hasil analisis guna mewujudkan pengamanan laut yang
handal di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sebagai teori utama dalam tulisan ini,
teori Ukuran Kesejahteraan dari Sergel dan Bruzy menyebutkan empat faktor
yang mempengaruhi kesejahteraan yaitu kesehatan, perekonomian,
kebahagiaan hidup dan kualitas hidup. Keempat faktor tersebut merupakan
syarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan
berlanjut.

Metode ini sangat sesuai bagi negara yang memiliki keterbatasan
kemampuan finansial. Tahap pertama, peningkatan kesehatan merupakan
pondasi awal yang harus menjadi prioritas pertama, karena tanpa masyarakat
yang sehat, perekonomian yang kuat, kebahagiaan dan kualitas hidup
masyarakat mustahil dapat terwujud. Tahap awal sangat penting bagi
keberhasilan tahap-tahap selanjutnya sesuai dengan salah satu motto yang
lazim di masyarakat yaitu “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”.
Tahap kedua adalah mewujudkan perekonomian masyarakat yang kokoh.
Perekonomian masyarakat merupakan pilar berikutnya yang menjadi prasyarat
terpenuhinya kebutuhan masyarakat lainnya yang akan membawa pada
kebahagiaan dan peningkatan kualitas hidup. Tahap kedua ini berdampak pada
aspek demografi dan aspek ekonomi. Sedangkan tahap ketiga yaitu
kebahagiaan merupakan prasyarat terwujudnya peningkatan kualitas hidup

masyarakat. Karena tanpa kebahagiaan masyarakat pesisir, tidak mungkin
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kualitas hidup masyarakat pesisir dapat meningkat. Sedangkan untuk tahap
keempat, peningkatan kualitas hidup masyarakat akan semakin
menyempurnakan dampak positif yang dihasilkan terhadap upaya pengamanan
laut. Tahapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir berdasarkan
Teori Ukuran Kesejahteraan dari Sergel dan Bruzy di deskripsikan pada gambar
2.1,

Gambar 3.1
Tahapan Peningkatan Kesejahteraan

Menurut Sergel dan Bruzy

Tahap | Tahap I Tahap Il Tahap IV
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan
Kesehatan Perekonomian Kebahagiaan Kualitas Hidup
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Masyarakat sehat Perekonomian Tingkat Kebahagiaan
syarat meningkatkan syarat meningkatkan syarat meningkatkan kualitas
ekonomi masyarakat kebahagiaan masyarakat hidup masyarakat

Sumber : Olahan Sendiri

13. Pembahasan dari Aspek Kesehatan Masyarakat Pesisir.

Kesehatan merupakan faktor paling essensial bagi manusia agar dapat
menjalankan peran dan kehidupannya dengan baik. Tanpa kesehatan yang baik,
manusia tidak akan mampu menjalankan roda perekonomiannya dengan baik
(dari skala keluarga sampai dengan skala negara). Sehingga baiknya kesehatan
masyarakat menjadi pondasi awal bagi terwujudnya perekonomian masyarakat
yang baik, meningkatnya kebahagiaan masyarakat dan meningkatnya kualitas
hidup masyarakat. Berdasarkan data dan fakta yang diuraikan pada Bab I
sebelumnya, diketahui bahwa pendapatan yang rendah, tingkat pengetahuan
kesehatan yang terbatas, fasilitas jamban dan sanitasi air bersih yang buruk
menjadi penyebab utama buruknya kesehatan para nelayan dan keluarganya.
Data di atas merupakan gambaran nyata yang mewakili kondisi kesehatan

masyarakat pesisir Indonesia.
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Perkembangan lingkungan strategis lingkup global, regional dan nasional
menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya krisis
ekonomi di seluruh dunia yang akhirnya berdampak pada menurunnya
pendapatan dari masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Tentunya pandemi
Covid-19 semakin memperburuk pendapatan para nelayan. Menurunnya
pendapatan semakin berdampak pada berkurangnya kemampuan masyarakat
pesisir dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka, dan salah satunya adalah
kebutuhan kesehatan. Selain pandemi Covid-19, pemanasan global sebagai
dampak dari efek rumah kaca juga sangat mempengaruhi kehidupan
masyarakat pesisir khususnya nelayan. Pemanasan global menyebabkan
meningkatnya bencana alam seperti banjir rob, gelombang tinggi dan angin
kencang. Tentunya dengan kondisi alam yang semakin tidak bersahabat
semakin meningkatkan resiko nelayan dalam mencari ikan yang mengakibatkan
menurunnya pendapatan para nelayan. Penurunan pendapatan para nelayan
dan masyarakat pesisir secara umum, mengurangi kemampuan masyarakat
pesisir khususnya nelayan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya.
Dalam rangka menjabarkan beberapa permasalahan yang menghambat
terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik, maka perlu adanya uraian
tentang regulasi kesehatan, potensi masyarakat pesisir dalam meningkatkan
kesehatannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat pesisir,
masalah, penyebab masalah yang menghambat terwujudnya kesehatan
masyarakat pesisir dan upaya-upaya untuk mengatasinya berdasarkan Teori
Ukuran Kesejahteraan dari Sergel dan Bruzy serta Teori Aset Penghidupan dari
Scoones.. Kemudian dijelaskan pula kontribusi peningkatan kesehatan
masyarakat pesisir terhadap pengamanan laut.

a. Regulasi Kesehatan.

Regulasi tentang peningkatan kesehatan masyarakat telah diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dan pelaksanaannya lebih detail dijelaskan dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 2 telah

menjelaskan dengan baik tujuan dari pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
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kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan
terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan
norma-norma agama. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72
Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pasal 6 ayat 3

menyebutkan pelaksanaan SKN harus memperhatikan:

a. cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata; b.
pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat; c.
kebijakan kesehatan masyarakat harus bertujuan untuk meningkatkan
dan melindungi kesehatan masyarakat; d. kepemimpinan dan
profesionalisme dalam pembangunan kesehatan; e. inovasi atau
terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti
bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara
luas, termasuk penguatan sistem rujukan; f. pendekatan secara global
dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis,
berkelanjutan, tertib dan responsive gender dan hak anak; g. dinamika
keluarga dan kependudukan; h. keinginan masyarakat; i. pidemiologi
penyakit; j. perubahan ekologi dan lingkungan; dan k. globalisasi,
demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan
kesatuan nasional serta kemitraan dan kerjasama lintas sektor.

Namun fakta dan kenyataan yang terjadi dilapangan menyatakan bahwa
pelayanan kesehatan masih belum mampu memberikan pelayanan
kesehatan yang mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara karena alasan
terkendala anggaran. Kendala anggaran sebenarnya bukanlah pangkal
permasalahan sebenarnya. Terjadinya pengusutan atas dugaan korupsi
BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung yang berpotensi merugikan
keuangan negara sebesar 20 triliun® membuktikan bahwa telah terjadi
inefektivitas dan inefesiensi penyaluran anggaran pelayanan kesehatan
masyarakat. Inefektivitas dan inefisiensi penyaluran anggaran pelayanan

kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya keterbatasan anggaran

% https://nasional.kompas.com/read/2021/03/18/10084671/kasus-korupsi-bpjs-ketenagakerjaan-
kejagung-periksa-5-saksi diakses tanggal 2 April 2021 pukul 20.00 Wib.
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tersebut. Sesuai dengan teori Sergel dan Bruzy, untuk meningkatkan taraf
kesehatan masyarakat, hal yang perlu dilakukan adalah memelihara,
melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-
usaha masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan, pencegahan,
dan pemberantasan penyakit. Pengadaan pelayanan kesehatan,
pencegahan, dan pemberantasan penyakit harus diawali dengan upaya
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
masyarakat. Disamping itu, pelayanan kesehatan harus berkualitas, adil,
dan merata, serta berpihak kepada masyarakat dan lain sebagainya,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Potensi Masyarakat Pesisir Meningkatkan Kesehatan.

Sumber daya masyarakat pesisir dibidang kesehatan diuraikan
sebagai berikut :
1) Modal alamiah. Ketersediaan buah kelapa dan produk hasil laut
seperti rumput laut, ikan-ikan laut, cumi-cumi, kepiting, kerang, kuda laut,
teripang merupakan produk laut yang memiliki manfaat kesehatan bagi
tubuh manusia asalkan diolah dengan cara yang benar.
2) Modal finansial. Mayoritas masyarakat pesisir merupakan nelayan
dan sebagian besar nelayan Indonesia merupakan nelayan tradisional
yang memiliki kemampuan finansial terbatas termasuk dalam memenuhi
kebutuhan dibidang kesehatan.
3) Modal manusia beserta keahliannya. Seperti yang dijelaskan
sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat pesisir di Indonesia adalah
nelayan tradisional maka kualitas sumber daya manusianya dari aspek
pendidikan rendah namun memiliki fisik yang cukup kuat sehingga
pengetahuan tentang kesehatan masih kurang. Hal ini dapat terlihat
dengan banyaknya sampah disekitar pemukiman masyarakat pesisir.
Selain itu kondisi masyarakat pesisir dalam menyikapi penyakit masih
dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan dan adat istiadat tertentu yang
sudah membudaya. Namun untuk daerah tertinggal dan terpencil
mendapatkan program bantuan beasiswa dokter spesialis dari pemerintah
melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program tersebut

bertujuan memberikan motivasi dan penghargaan kepada para dokter yang
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bertugas di daerah terpencil dan tertinggal.
4) Modalfisik. Modal fisik aspek kesehatan saat ini di masyarakat pesisir
tidak ada. Fasilitas kesehatan yang tersedia adalah puskesmas yang
berkedudukan di kota kecamatan. Jika mengalami keluhan kesehatan,
masyarakat pesisir akan berobat diklinik swasta terdekat jika lokasi
puskesmas jauh dari desanya.
5) Modal sosial. Modal sosial aspek kesehatan yang dimiliki oleh
masyarakat pesisir hingga saat ini belum ada.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Masyarakat Pesisir.
Perkembangan lingkungan strategis lingkup global, regional dan
nasional menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan
terjadinya krisis ekonomi di seluruh dunia yang akhirnya berdampak pada
menurunnya pendapatan dari masyarakat pesisir termasuk para nelayan.
Hal tersebut berdampak pada penurunan kemampuan masyarakat pesisir
dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka, dan salah satunya adalah
kebutuhan kesehatan. Data menyebutkan bahwa hingga tanggal 4 Oktober
2021 pukul 12.00 Wib, Jumlah kasus Covid-19 di propinsi Sumatera Utara
sebagai berikut : positif 104.941 orang, sembuh 100.759 orang dan
meninggal 2.848 orang.*® Padahal terhitung sampai tanggal 31 Maret 2021,
jumlah pasien Covid-19 di Sumatera Utara baru tercatat 27.358 orang
positif Covid-19, jumlah pasien sembuh sebanyak 24.008 orang dan jumlah
pasien meninggal sebanyak 912 orang (Data dari tabel lampiran 1).
Dengan memantau peningkatan jumlah kasus Covid-19 di propinsi
Sumatera Utara yang sangat tinggi, maka tentu hal tersebut menghambat
para nelayan mencari ikan dan memasarkan hasilnya. Selain itu, salah satu
penelitian dari Universitas Islam Negeri Sumut di wilayah Bagan Percut Sei
Tuan menyebutkan bahwa 66,12% peristiwa diare terjadi dan menimpa
anak-anak usia 0-12 tahun. Penyebab terjadinya diare adalah kurangnya
air bersih, buruknya ketersediaan jamban dan pengetahuan orang tua
tentang kesehatan masih minim. Sehingga dapat diambil suatu rangkuman

bahwa karena pengetahuan dan budaya terkait sanitasi air dan fasilitas

% https://regional.kompas.com/read/2021/10/04/175700678/update-covid-19-di-aceh-sumut-sumbar-
riau-kepri-jambi-dan-bengkulu-4 diakses tanggal 4 Oktober 2021 pukul 20.23 Wib.
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jamban yang kurang baik, maka penyakit diare sangat sering terjadi di
lingkungan masyarakat nelayan Sumatera Utara.*®

d. Masalah Kesehatan Masyarakat Pesisir dan Penyebabnya.

Berdasarkan hasil analisis sebab akibat permasalahan kesehatan

masyarakat pesisir terhadap lima modal atau aset penghidupan, berikut
beberapa permasalahan yang ada:
1) Permasalahan aspek atau modal alamiah vyaitu kurang tepat
memanfaatkan sumber daya alam dan kurang edukasi serta sosialisasi
pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Hal tersebut disebabkan oleh
kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir tentang potensi SDA untuk
kesehatan.
2) Permasalahan aspek atau modal finansial vyaitu kurangnya
penyuluhan usaha untuk modal kesehatan. Hal ini disebabkan oleh
minimnya penghasilan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
3) Permasalahan aspek atau modal manusia yaitu kurangnya sumber
daya manusia (SDM) dokter atau dokter spesialis dan kurangnya
penyuluhan tentang kesehatan. Tingkat pendidikan tentang kesehatan
rendah dan penghargaan untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah
terpencil tidak ada menjadi akar permasalahan aspek manusia.
4) Permasalahan aspek atau modal fisik yaitu kurangnya fasilitas
kesehatan di desa pesisir. Hal ini disebabkan karena fasilitas kesehatan
terendah di Puskesmas dengan posisi di kota kecamatan, sehingga setiap
desa pesisir tidak selalu ada layanan kesehatan masyarakat. Terlebih desa
pesisir terpencil dengan lokasi jauh dari kota kecamatan, akses menuju
Puskesmas terdekat harus melalui medan yang berat.
5) Modal sosial. Modal sosial aspek kesehatan yang dimiliki oleh
masyarakat pesisir hingga saat ini belum ada. Penyebabnya adalah
jaringan sosial masyarakat pesisir atau nelayan hanya berkutat dilingkup

mereka sendiri.

40 Taniyah, Wahidah dan Luthfiah Mawar. Kejadiaan Diare Pada Umur 0-12 Tahun Di Wilayah Pesisir
Dan Faktor Lingkungan Yang Terkait. Berita Kedokteran Masyarakat Volume 34 Nomor 11 (2018).
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e. Upaya-upaya Mengatasi Permasalahan Kesehatan Masyarakat
Pesisir.

Setelah dijabarkan beberapa permasalahan dan penyebab
terhambatnya kesehatan masyarakat pesisir, maka selanjutnya dapat
dirumuskan suatu kebijakan “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Pesisir Guna Mendukung Pengamanan Laut” melalui strategi “Peningkatan
Kesehatan Masyarakat Pesisir Melalui Peningkatan Modal Alamiah,
Finansial, Manusia, Fisik dan Sosial.” dan upaya-upaya untuk
mengatasinya. Strategi tersebut diimplikasikan dalam wujud beberapa
upaya yaitu:

1) Upaya menyelesaikan permasalahan aspek atau modal alamiah
adalah dengan cara Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi / Kabupaten /
Kotamadya memanfaatkan ketersediaan buah kelapa, produk hasil laut
(rumput laut, ikan-ikan laut, cumi-cumi, kepiting, kerang, kuda laut,
teripang) sebagai makanan sumber gizi, protein dan vitamin untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat pesisir dengan cara melaksanakan
penyuluhan tentang pengolahan buah kelapa, produk hasil laut (rumput
laut, ikan-ikan laut, cumi-cumi, kepiting, kerang, kuda laut, teripang)
secara benar sebagai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir
agar menghasilkan makanan yang sehat dan bermanfaat. Dengan
mengkonsumsi makanan sehat dan bermanfaat, maka masyarakat
pesisir/nelayan dapat memiliki daya tahan tubuh yang kuat serta terhindar
dari berbagai penyakit. Hal ini sesuai dengan teori kesehatan masyarakat
yang menyebutkan bahwa upaya mencegah penyakit merupakan bagian
penting dari upaya menjaga kesehatan masyarakat pesisir/nelayan.

2) Upaya mengatasi permasalahan modal finansial adalah dengan cara
Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan,
Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kotamadya memanfaatkan penyuluhan
tentang pengolahan makanan laut menjadi produk yang sehat dan
bermanfaat, sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan modal finansial
masyarakat pesisir yang juga bermanfaat untuk kesehatan seluruh
masyarakat pesisir dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

3) Upaya mengatasi permasalahan modal manusia dengan cara Dinas
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f.

Kesehatan Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kotamadya memberikan
penyuluhan tentang kesehatan lingkungan bagi masyarakat pesisir dan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bekerjasama dengan
Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi /
Kabupaten / Kotamadya melanjutkan program bantuan beasiswa dokter
spesialis dari Pemerintah melalui LPDP dalam rangka menyiapkan SDM
Dokter/Dokter Spesialis di wilayah terpencil dan terbelakang.

4) Upaya mengatasi permasalahan modal fisik dengan cara
Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan
Pemerintah Propinsi / Kabupaten/ Kotamadya membangun Poliklinik Desa
pesisir untuk wilayah pulau terpencil dan terbelakang dengan
memperhatikan kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global.

5) Upaya mengatasi permasalahan modal sosial adalah dengan cara
Kementerian Kesehatan berperan sebagai penghubung antara masyarakat
pesisir / koperasi nelayan dengan perusahaan-perusahaan sehingga
perusahaan berkenan menyumbangkan dana CSRnya untuk biaya

bantuan sosial kesehatan bagi masyarakat pesisir.

Kontribusi Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pesisir Bagi

Pengamanan Laut.

Komposisi perkiraan jumlah masyarakat pesisir yang mencapai
kurang lebih 60 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, memiliki
kedudukan strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara
Indonesia. Kondisi kesehatan masyarakat pesisir yang baik akan
memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi pengamanan laut.
Kondisi masyarakat yang sebagian besar memiliki kondisi kesehatan yang
baik, akan mampu menggerakkan ekonomi nasional, mendorong
pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kehidupan sosial budaya yang
kondusif. Masyarakat yang sehat menjadi modal utama dalam
pembangunan nasional selain sumber daya alam. Masyarakat yang sehat
dapat berperan sebagai pelaku ekonomi (produsen, konsumen) yang baik.
Dengan itu kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat
yang sehat memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan sosial yang

sehat dan kondusif, membentuk budaya yang sehat dan bermartabat.
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Masyarakat pesisir yang sehat secara tidak langsung akan memberikan
ketenangan bagi investor, para pelaku ekonomi pesisir dan kelautan dalam
menjalankan usahanya. Dan tentunya dengan masyarakat pesisir yang

sehat, pengamanan laut akan lebih mudah diwujudkan.

14. Pembahasan Dari Aspek Perekonomian Masyarakat Pesisir.

Faktor kedua setelah kesehatan adalah perekonomian. Dalam rangka
mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan hal-hal penting seperti
pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan
pangan, sandang dan papan dapat dipenuhi melalui kegiatan perekonomian
berupa jual beli. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat pesisir
termasuk para nelayan harus memiliki penghasilan yang memadai. Namun,
mengingat terjadinya pemanasan global yang berdampak pada seringnya cuaca
ekstrim dan gelombang besar terjadi di perairan Indonesia termasuk di wilayah
perairan Sumatera Utara, menyebabkan para nelayan terhambat untuk
mendapatkan hasil tangkapan ikan yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-
hari. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat,
berdampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem pantai. Penggunaan
bahan bakar fosil dan batu bara memicu terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan termasuk ekosistem laut dan pantai. Hal ini tentu berdampak pada
merosotnya jumlah dan kualitas ikan dan hewan laut lainnya yang menjadi
sumber utama pendapatan masyarakat pesisir dan nelayan. Disamping itu
Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019, telah
menyebabkan 1,77 juta orang meninggal dunia.*! Berbagai kebijakan telah
diterapkan oleh seluruh pemerintahan di dunia mulai dari protokol kesehatan
(mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), isolasi mandiri,
pembatasan sosial skala besar yang meliputi pembatasan kegiatan ekonomi
masyarakat dan lainnya sampai dengan kebijakan lock down, dengan tujuan
mencegah penyebaran virus Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut cukup
mampu menekan penambahan jumlah penderita Covid-19, namun dampak

khusus akibat berbagai pembatasan kegiatan menyebabkan perekonomian

1 https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201230074742-134-587673/jumlah-korban-tewas-
covid-19-di-dunia-capai-177-juta-orang diakses tanggal 4 April 2021 pukul 15.59 Wib.
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masyarakat terganggu. Rantai produksi maupun konsumsi menjadi terganggu
yang mengakibatkan turunnya pendapatan dari berbagai macam kegiatan
usaha. Banyak kegiatan usaha terutama bidang transportasi dan wisata gulung
tikar, menimbulkan banyaknya pengangguran dan akhirnya daya Dbeli
masyarakat menurun dan tingkat perekonomian masyarakat menjadi terganggu.
Pandemi Covid-19 semakin memperparah kondisi kemiskinan sebagian besar
masyarakat pesisir yang mengandalkan pada penjualan ikan dan produk laut
yang mengalami penurunan akibat melemahnya daya beli masyarakat. Selain
pandemi Covid-19, kasus sengketa wilayah perbatasan dengan negara-negara
lain seperti wilayah Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi atau Blok Ambalat
menyebabkan para nelayan Indonesia tidak dapat secara bebas menjaring ikan,
dan harus mendapatkan pantauan dan pengamanan dari aparat Indonesia.
Padahal Laut Natuna Utara merupakan salah satu laut yang memiliki potensi
perikanan yang sangat besar, menyumbang sekitar 10 persen dari stok
perikanan global.#? Hal ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat
pesisir terutama para nelayan yang memiliki wilayah tangkap ikan di sekitar
perairan Laut Natuna Utara. Untuk itu, dalam rangka mengetahui permasalahan,
penyebab dan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat pesisir, terlebih dahulu perlu diketahui tentang regulasi ekonomi,
potensi ekonomi masyarakat pesisir, faktor-faktor yang mempengarunhi
perekonomian masyarakat pesisir, masalah ekonomi masyarakat pesisir dan
penyebabnya serta upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

a. Regulasi Ekonomi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memberikan
peluang bagi masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumber daya pesisir
dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tercantum pada pasal
5 UU Undang-undang Rl No.27 Tahun 2007 yang berbunyi:

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan

“2 Ginting, Rismawati. 2018. Perilaku Militer China Di Laut China Selatan Dan Pengaruhnya Terhadap
Kedaulatan Indonesia Di Kepulauan Natuna (Periode 2016-2017). Fakultas llmu Sosial dan Politik
USu.
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perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian
terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara
berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa masyarakat dapat membentuk
koperasi masyarakat yang pemberdayaannya diarahkan untuk
kesejahteraan anggotanya dalam hal ini masyarakat itu sendiri.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah No0.23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pasal 11 ayat 3

tercantum tentang dukungan restrukturisasi kredit.

Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memberikan dukungan restrukturisasi kredit / pembiayaan dan / atau
memberikan tambahan kredit / pembiayaan modal kerja kepada
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.
Berdasarkan ketentuan dukungan restrukturisasi kredit di atas, maka
masyarakat pesisir melalui Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah,
dan Koperasi memiliki peluang untuk mendapatkan pinjaman uang untuk
pengembangan usaha yang dimiliki. Bertahan dan bangkitnya Usaha
Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi di tengah Pandemi
Covid-19 akan mampu memperkokoh upaya Penyelamatan Ekonomi
Nasional. Pada Permendesa No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020, penggunaan dana desa diarahkan dalam rangka
pengembangan kesejahteraan ekonomi desa yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk
unggulan kawasan pedesaan, pemeliharaan sarana prasarana produksi
dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil

dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan
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pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, dan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata. Seluruh regulasi
tersebut selaras dengan teori kesejahteraan Sergel dan Bruzy dan teori
pemberdayaan masyarakat yang menyebutkan bahwa peningkatan
ekonomi masyarakat adalah upaya merubah perekonomian masyarakat
dengan cara merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi,
memobilisasi sumber daya setempat (merintis usaha desa sesuai potensi
sumber daya lokal), memecahkan masalah sosial, menciptakan atau
membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan
berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.
Potensi Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Berikut beberapa potensi atau modal ekonomi masyarakat pesisir.
1)  Modal alamiah. Ketersediaan buah kelapa dan produk hasil laut
seperti rumput laut, ikan-ikan laut, cumi-cumi, kepiting, kerang, kuda laut,
teripang merupakan produk laut yang memiliki nilai ekonomis yang cukup
tinggi. Selain itu lingkungan hutan bakau dapat diubah menjadi usaha
produktif baik sebagai penghasil kayu, arang ataupun sebagai destinasi
wisata baru. Lahan tanah ditepi pantai dapat dimanfaatkan menjadi tambak
garam, bandeng, kepiting dan udang.
2) Modal finansial. Mayoritas masyarakat pesisir Indonesia adalah
nelayan tradisional yang memiliki kemampuan finansial terbatas terutama
dalam memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi.
3) Modal manusia beserta keahliannya. Karena mayoritas masyarakat
pesisir di Indonesia adalah nelayan tradisional dengan kualitas sumber
daya manusia yang rendah sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan
ekonominya terbatas. Para nelayan mengandalkan keahlian menangkap
ikan menggunakan peralatan sederhana yang diwarisi secara turun
temurun.
4) Modal fisik. Modal fisik aspek ekonomi saat ini di masyarakat pesisir
tidak semua merata di setiap desa. Pada beberapa desa ada yang memiliki
koperasi nelayan yang juga melayani usaha simpan pinjam. Namun ada
banyak desa pesisir yang tidak memiliki koperasi nelayan. Selain itu

terdapat beberapa desa pesisir yang memiliki tambak lengkap dengan
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sarana prasarana pendukungnya, memiliki pabrik pengolahan ikan, pabrik
petis, pabrik krupuk ikan dan industri olahan lainnya.
5) Modal sosial. Modal sosial aspek ekonomi yang dimiliki oleh
masyarakat pesisir terbatas, hanya orang tertentu saja yang memiliki
jaringan pergaulan yang luas terutama para juragan atau nelayan besar
yang memiliki banyak kapal. Ada juga modal sosial yang dimiliki melalui
hubungan dengan koperasi nelayan. Keberadaan koperasi mempermudah
nelayan memiliki relasi atau jaringan bisnis.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perekonomian Masyarakat
Pesisir.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019, telah
menyebabkan 1,77 juta orang meninggal dunia.*® Berbagai kebijakan telah
diterapkan oleh seluruh pemerintahan di dunia mulai dari protokol
kesehatan (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), isolasi
mandiri, pembatasan sosial skala besar yang meliputi pembatasan
kegiatan ekonomi masyarakat dan lainnya sampai dengan kebijakan lock
down, dengan tujuan mencegah penyebaran virus Covid-19. Kebijakan-
kebijakan tersebut cukup mampu menekan penambahan jumlah penderita
Covid-19, namun dampak khusus akibat berbagai pembatasan kegiatan
menyebabkan perekonomian masyarakat terganggu. Rantai produksi
maupun konsumsi menjadi terganggu yang mengakibatkan turunnya
pendapatan dari berbagai macam kegiatan usaha. Banyak kegiatan usaha
terutama bidang transportasi dan wisata gulung tikar, menimbulkan
banyaknya pengangguran dan akhirnya daya beli masyarakat menurun
dan tingkat perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Selain itu
kondisi pandemi Covid-19 semakin memperparah kondisi kemiskinan
sebagian besar masyarakat pesisir. Disamping terjadinya pandemi Covid-
19, kasus sengketa wilayah perbatasan dengan negara-negara lain seperti
wilayah Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi atau Blok Ambalat
menyebabkan para nelayan Indonesia tidak dapat secara bebas menjaring

ikan, dan harus mendapatkan pantauan dan pengamanan dari aparat

43 https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201230074742-134-587673/jumlah-korban-tewas-
covid-19-di-dunia-capai-177-juta-orang diakses tanggal 4 April 2021 pukul 15.59 Wib.
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Indonesia. Padahal Laut Natuna Utara merupakan salah satu laut yang
memiliki potensi perikanan yang sangat besar, menyumbang sekitar 10
persen dari stok perikanan global.4 Hal ini juga berdampak pada
perekonomian masyarakat pesisir terutama para nelayan yang memiliki
wilayah tangkap ikan di sekitar perairan Laut Natuna Utara, termasuk di
dalamnya para nelayan dari Sumatera Utara. Sengketa wilayah laut antar
negara dapat menyebabkan berkurangnya jumlah ikan yang didapatkan
oleh para nelayan. Disamping itu, dampak pemanasan global saat ini
menyebabkan intensitas terjadinya badai tropis meningkat. Hal tersebut
menyebabkan angin kencang dan semakin tingginya gelombang laut yang
dapat membahayakan para nelayan saat melaut mencari ikan. Ditambah
lagi dengan sarana prasarana terbatas yang dimiliki oleh nelayan-nelayan
Indonesia, seperti ukuran perahu yang kecil dan mayoritas dengan bobot
10 ton kebawah menyebabkan resiko mencari ikan pada saat gelombang
besar dan angin kencang menjadi semakin tinggi. Keterbatasan fasilitas
penangkapan ikan juga memberikan pengaruh terhadap perekonomian
masyarakat pesisir. Dampak kehidupan modern selain pemanasan global
adalah pencemaran air laut akibat berbagai macam jenis limbah yang dapat
merubah bahkan membunuh ikan, kerang dan hewan laut lainnya sehingga
tidak dapat dikonsumsi atau tidak aman dikonsumsi oleh manusia.
d. Masalah Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Penyebabnya.

Berdasarkan hasil analisis sebab akibat permasalahan perekonomian
masyarakat pesisir terhadap lima modal atau aset penghidupan, berikut
beberapa permasalahan yang ada:

1) Permasalahan aspek atau modal alamiah vyaitu kurangnya
penyuluhan pengembangan potensi sumber daya alam. Hal ini disebabkan
oleh minimnya pengetahuan pemanfaatan potensi SDA untuk peningkatan
perekonomian dan usaha rakyat.

2) Permasalahan aspek atau modal finansial yaitu kurangnya bantuan
finansial dan kurangnya pembimbingan usaha finansial mandiri.

Terbatasnya jumlah badan usaha rakyat (koperasi) dan minimnya

4 Ginting, Rismawati. 2018. Perilaku Militer China Di Laut China Selatan Dan Pengaruhnya Terhadap
Kedaulatan Indonesia Di Kepulauan Natuna (Periode 2016-2017). Fakultas llmu Sosial dan Politik
uUsu.
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penghasilan atau pendapatan masyarakat pesisir menjadi penyebab utama
permasalahan aspek finansial.
3) Permasalahan aspek atau modal manusia yaitu kurangnya
pengetahuan pengemasan produk untuk menambah nilai jual dan
kurangnya penyuluhan tentang cara efektif efisien menangkap ikan.
Penyebab dari permasalahan ini adalah kurangnya kesempatan mengikuti
pendidikan atau kursus bisnis atau usaha dan para nelayan tidak mengenal
pemanfaatan teknologi modern dalam meningkatkan pendapatan.
4) Permasalahan aspek atau modal fisik yaitu kurangnya partisipasi
sosial pengusaha untuk membimbing dan membantu kegiatan ekonomi
masyarakat. Hal tersebut karena pembangunan masih belum menyentuh
daerah pesisir dan terpencil.
5) Permasalahan aspek atau modal sosial yaitu tidak adanya modal
aspek sosial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan
jaringan sosial masyarakat pesisir atau nelayan hanya berkutat dilingkup
mereka sendiri.
Upaya-upaya Mengatasi Permasalahan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
Tahapan selanjutnya setelah peningkatan kesehatan masyarakat
pesisir adalah upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang
merupakan solusi hasil analisis dari kebijakan, potensi, faktor-faktor yang
mempengaruhi dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat pesisir guna mendukung pengamanan laut. Upaya ini akan
mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional
karena pandemi Covid-19. Setelah mengetahui tentang masalah dan
penyebab terjadinya masalah yang menghambat meningkatnya
perekonomian masyarakat pesisir, maka selanjutnya dapat dirumuskan
suatu kebijakan “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Guna
Mendukung Pengamanan Laut” melalui strategi “Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Peningkatan Modal Alamiah,
Finansial, Manusia, Fisik dan Sosial.” dan upaya-upaya untuk
mengatasinya. Strategi tersebut kemudian diimplikasikan dalam beberapa
upaya sebagai berikut:
1) Upaya mengatasi permasalahan modal alamiah adalah dengan cara

Kementerian Desa bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
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dan Desa Pemerintah Propinsi / Kabupaten atau Kotamadya memberikan
penyuluhan cara mengembangkan potensi alamiah desa menjadi
lebih produktif, sebagai contoh memanfaatkan lahan desa / hutan
mangrove / tempat pelelangan ikan / pabrik kerupuk ikan / pabrik petis
sebagai wisata baru dengan konsep wisata alam dan edukasi.

2) Upaya mengatasi permasalahan modal finansial adalah dengan cara
Kementerian Koperasi dan UKM beserta Kementerian Desa bekerjasama
dengan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pemerintah Propinsi / Kabupaten atau Kotamadya, dan masyarakat
pesisir untuk memberikan kemudahan dan pembimbingan dan bantuan
tentang pendirian dan operasional badan usaha rakyat atau koperasi
masyarakat pesisir dan Kementerian Koperasi dan UKM beserta
Kementerian Desa bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Propinsi / Kabupaten
atau Kotamadya, Perusahaan-perusahaan terkait ekonomi desa pesisir
melalui dana CSRnya memberikan bantuan finansial dan investasi secara
berkelanjutan kepada koperasi-koperasi masyarakat pesisir/nelayan dan
kepada para nelayan miskin dengan cara pembimbingan usaha finansial
mandiri.

3) Upaya mengatasi permasalahan modal manusia adalah dengan cara
Kementerian Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya melaksanakan penyuluhan
tentang bisnis atau usaha salah satunya cara mengemas produk hasil laut
nelayan dengan baik sehingga menambah nilai jual dan Kementerian
Kelautan serta Perikanan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan
Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kotamadya memberikan penyuluhan dan
pelatihnan cara efektif dan efisien menangkap ikan termasuk dijelaskan
pemanfaatan teknologi canggih untuk menangkap ikan.

4) Upaya mengatasi permasalahan modal fisik adalah Kementerian
Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan
Perikanan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan melalui
pemanfaatan dana desa dan bantuan pendanaan dari koperasi, CSR

Perusahaan dan lain sebagai-nya, membantu masyarakat pesisir untuk
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memiliki atau meningkatkan fasilitas sarana prasarana yang dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir melalui pembangunan
fasilitas sarana prasarana wisata desa bahari, wisata mangrove, wisata
edukasi pabrik petis, kerupuk dan tempat pelelangan ikan beserta wisata
kuliner hasil laut, wisata pancing ikan di tambak lengkap dengan
pembangunan warung-warung untuk UKM masyarakat pesisir, pemba-
ngunan fasilitas sarana prasarana kegiatan perikanan seperti pengadaan
kapal-kapal penangkap ikan modern, dermaga tambat kapal dan sarana
pendukung lainnya dengan memperhatikan kenaikan permukaan laut
akibat pemanasan global.

5) Upaya mengatasi permasalahan modal sosial adalah dengan cara
Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian
Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan
Perikanan menjembatani para pengusaha besar yang bidang usahanya
terkait dengan kegiatan perikanan, wisata bahari untuk dapat bertindak
sebagai pembimbing / mentoring / pembeli produk / penyuplai spare part
atau sarana pendukung kegiatan bisnis/usaha masyarakat pesisir
sehingga usaha yang dirintis oleh masyarakat mampu untuk bertahan dan
berkembang dengan baik.

Kontribusi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Bagi

Pengamanan Laut.

Peningkatan perekonomian masyarakat pesisir melalui berbagai
program dan kegiatan akan mampu mengurangi dampak negatif pandemi
Covid-19 saat ini yang telah membuat perekonomian dunia terpuruk.
Berbagai program kreatif dan inovatif yang diterapkan untuk masyarakat
pesisir melalui desa wisata, desa industri, peningkatan kapasitas
kemampuan perikanan tangkap dan lain sebagainya, menjadi solusi praktis
untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat
pesisir. Apalagi sebelum pandemi Covid-19, sebagian besar masyarakat
pesisir yang merupakan 60 persen mayoritas masyarakat Indonesia adalah
masyarakat miskin dan terbelakang. Sehingga peningkatan perekonomian

masyarakat pesisir akan berdampak besar bagi kemajuan perekonomian
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nasional. Peningkatan perekonomian masyarakat pesisir akan menjadi
salah satu pilar ekonomi nasional yang akan mendorong berbagai pihak
untuk menjaga dan mengamankannya melalui pengamanan laut. Selain itu,
masyarakat pesisir yang sejahtera, akan berupaya memberikan
sumbangsih di bidang pengamanan laut dengan tujuan mempertahankan
kesejahteraan yang telah diperoleh, melalui pemberian informasi kepada
aparat keamanan tentang kejadian-kejadian yang dapat mengganggu

keamanan di laut.

15. Pembahasan Dari Aspek Kebahagiaan Masyarakat Pesisir.

Kebahagian masyarakat pesisir menjadi tahapan berikutnya setelah
kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir tercapai karena tanpa
kesehatan dan kemampuan ekonomi, kebahagiaan hidup manjadi sesuatu yang
sangat sulit untuk di wujudkan. Berdasarkan teori Kebahagiaan Darin, definisi
kebahagiaan ditentukan oleh beberapa faktor vyaitu sifat atau karakter
masyarakat (fraits), perbandingan sosial (social comparison), dan kebutuhan
pokok (satisfaction needs). Kondisi masyarakat pesisir saat ini terkait dengan
karakter masyarakat adalah sebagian besar masyarakat nelayan merupakan
nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif.
Kemudian terkait perbandingan sosial, dapat dilihat dari struktur armada
penangkapan yang di dominasi nelayan tradisional, terjadi ketimpangan
pemanfaatan ikan di suatu wilayah perairan dengan perairan lainnya.
Sedangkan untuk aspek pemenuhan kebutuhan pokok, dimulai dari proses
penangkapan ikan secara tradisional dengan hasil kurang maksimal, selanjutnya
penanganan pasca penangkapan ikan sampai tempat pendaratan ikan masih
buruk sehingga kualitas ikan sulit untuk dipertahankan. Selaras dengan tahapan
sebelumnya, tahapan meningkatkan kebahagiaan hidup masyarakat pesisir
akan mengurai terlebih dahulu tentang regulasi tentang kebahagiaan, potensi
kebahagiaan masyarakat pesisir sebelum mengetahui masalah, penyebab dan
upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

a. Regulasi tentang Kebahagiaan.
Teori kebahagiaan dari Darin dalam Dutt dan Radcliff (1989)
menyatakan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu

sifat atau karakter masyarakat (fraits), perbandingan sosial (social
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comparison), dan kebutuhan pokok (satisfaction needs). Berdasarkan
ketiga faktor tersebut maka dapat disebutkan seluruh regulasi yang ada
dalam tulisan ini memiliki keterkaitan baik secara langsung ataupun tidak
langsung terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat pesisir. Namun akan
diuraikan regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan
kebahagiaan. Regulasi tentang peningkatan kesehatan masyarakat telah
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dan pelaksanaannya lebih detail dijelaskan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 2 telah

menjelaskan dengan baik tujuan dari pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan
terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan
norma-norma agama. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72
Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pasal 6 ayat 3

menyebutkan pelaksanaan SKN harus memperhatikan:

a. cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata; b.
pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat; c.
kebijakan kesehatan masyarakat harus bertujuan untuk meningkatkan
dan melindungi kesehatan masyarakat; d. kepemimpinan dan
profesionalisme dalam pembangunan kesehatan; e. inovasi atau
terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti
bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara
luas, termasuk penguatan sistem rujukan; f. pendekatan secara global
dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis,
berkelanjutan, tertib dan responsive gender dan hak anak; g. dinamika
keluarga dan kependudukan; h. keinginan masyarakat; i. pidemiologi
penyakit; j. perubahan ekologi dan lingkungan; dan k. globalisasi,
demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan
kesatuan nasional serta kemitraan dan kerjasama lintas sektor.

Namun fakta dan kenyataan yang terjadi dilapangan menyatakan bahwa
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pelayanan kesehatan masih belum mampu memberikan pelayanan
kesehatan yang mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara karena alasan
terkendala anggaran. Kendala anggaran sebenarnya bukanlah pangkal
permasalahan sebenarnya. Terjadinya pengusutan atas dugaan korupsi
BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung yang berpotensi merugikan
keuangan negara sebesar 20 triliun*® membuktikan bahwa telah terjadi
inefektivitas dan inefesiensi penyaluran anggaran pelayanan kesehatan
masyarakat. Inefektivitas dan inefisiensi penyaluran anggaran pelayanan
kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya keterbatasan anggaran
tersebut. Sesuai dengan teori Sergel dan Bruzy, untuk meningkatkan taraf
kesehatan masyarakat, hal yang perlu dilakukan adalah memelihara,
melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-
usaha masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan, pencegahan,
dan pemberantasan penyakit. Pengadaan pelayanan kesehatan,
pencegahan, dan pemberantasan penyakit harus diawali dengan upaya
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
masyarakat. Disamping itu, pelayanan kesehatan harus berkualitas, adil,
dan merata, serta berpihak kepada masyarakat dan lain sebagainya,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
b. Potensi Kebahagiaan Hidup Masyarakat Pesisir.

Sesuai dengan definisi kebahagiaan menurut Darin dalam Dutt dan
Radcliff (1989) yang menyebutkan bahwa faktor sifat atau karakter
masyarakat (fraits), perbandingan sosial (social comparison), dan
kebutuhan pokok (satisfaction needs) merupakan komponen penyusun
kebahagiaan, maka modal masyarakat pesisir untuk mewujudkan hal
tersebut adalah:

1)  Modal alamiah. Kondisi alamiah pesisir yang cukup keras membentuk
karakter masyarakat pesisir menjadi karakter yang tangguh dan keras.

Sedangkan aspek pemenuhan kebutuhan pokok, mayoritas masyarakat

45 https://nasional.kompas.com/read/2021/03/18/10084671/kasus-korupsi-bpjs-ketenagakerjaan-
kejagung-periksa-5-saksi diakses tanggal 2 April 2021 pukul 20.00 Wib.
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C.

pesisir mengandalkan hasil penjualan produk laut mereka yang terbatas.
2) Modal finansial. Modal finansial masyarakat pesisir mayoritas
bersumber dari hasil penjualan produk laut mereka berupa ikan, cumi-cumi,
udang, kepiting dan lain sebagainya yang selanjutnya digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pokok mereka.

3) Modal manusia beserta keahliannya. Terkait aspek memenuhi
kebahagiaan hidup, kebanyakan masyarakat membuat perbandingan
sosial melalui status kekayaan, tingkat pendidikan dan jabatan. Untuk
status kekayaan, masyarakat pesisir pada umumnya merupakan
masyarakat miskin. Karena keterbatasan finansial yang dimiliki, maka
tingkat pendidikan masyarakat pesisir pada umumnya rendah.

4) Modal fisik. Modal fisik untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat
nelayan/pesisir juga terbatas.

5) Modal sosial. Modal sosial masyarakat pesisir yang masih fanatik
dengan golongannya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kebahagiaan Masyarakat

Pesisir.

Darin menyebutkan kebahagiaan ditentukan oleh faktor sifat atau
karakter masyarakat, perbandingan sosial dan kebutuhan pokok.
Masyarakat pesisir memiliki karakter yang khas atau unik yang dipengaruhi
bidang perikanan. Salah satu sifat usaha perikanan yang sangat menonjol
adalah bahwa keberlangsungan usaha sangat bergantung pada kondisi
lingkungan khususnya air. Oleh karena itu terjadinya pencemaran air dan
air laut sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat pesisir, termasuk
mempengaruhi tingkat kebahagiaan masyarakat pesisir. Kondisi pantai dan
laut yang bebas dari pencemaran merupakan kebahagiaan bagi
masyarakat pesisir. Kemudian karakteristik masyarakat pesisir sangat
tergantung pada musim dan pasar. Pada musim penangkapan ikan, para
nelayan terlihat sangat sibuk melaut. Sedangkan pada masa paceklik atau
sedikit ikan, maka para nelayan mengurangi kegiatan melaut dan bahkan
banyak nelayan menganggur tidak bekerja. Sementara aktivitas kaum
wanita dan anak-anak dari para nelayan, sebagan besar berperan sebagai
pengecer ikan (baik ikan segar maupun olahan), melakukan pengolahan

ikan (baik kecil-kecilan dirumah masing-masing untuk dijual sendiri maupun
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sebagai buruh dari pabrik pengolahan ikan). Disamping hal itu, Sebagian
anak-anak seringkali dilibatkan dalam kegiatan melaut. Inilah yang
menyebabkan banyak anak-anak pesisir banyak yang tidak sekolah.
Kemudian ketergantungan para nelayan terhadap pasar merupakan akibat
dari komoditas yang dihasilkan mereka, dalam hal ini ikan harus dijual
terlebih dahulu di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup.* Persaingan
penetapan harga ikan diantara nelayan juga membentuk karakteristik
masyarakat pesisir khususnya nelayan. Pengaruh lingkungan laut dan
profesi masyarakat pesisir terlebih nelayan telah membentuk karakteristik
masyarakat yang keras dan terbuka.

Penggolongan masyarakat pesisir atau stratifikasi sosial masyarakat
pesisir terjadi berdasarkan penguasaan terhadap alat produksi. Pada
masyarakat nelayan, pembagian strata kelompok masyarakat menjadi tiga
golongan yaitu:

1)  Strata pertama atau strata paling tinggi adalah para nelayan pemilik
kapal motor lengkap dengan alat tangkapnya. Mayoritas masyarakat
sekitar menyebut kelompok ini sebagai juragan. Biasanya kelompok ini
tidak ikut melaut karena telah memiliki banyak buruh.

2) Strata kedua adalah masyarakat yang memiliki perahu dengan motor
tempel. Pada strata ini, pemilik perahu ikut melaut dan mempekerjakan
buruh-buruh dalam jumlah terbatas dan seringkali buruh yang dipekerjakan
masih memiliki hubungan kekerabatan.

3)  Strata terakhir atau terendah adalah nelayan yang berperan sebagai
buruh. Kelompok ini bekerja kepada dua kelompok diatasnya. Kelompok ini
tidak memiliki sarana produksi atau peralatan, mereka hanya
mengandalkan tenaga mereka sendiri.*

Selain strata nelayan, pada masyarakat pesisir juga mengenal
pembagian strata kelompok masyarakat petani tambak menjadi tiga
kelompok yaitu:

1)  Strata atas adalah mereka yang menguasai tanah tambak yang luas

46 Wahyudin, Yudi. 2015. Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir. Universitas Djuanda

47 Fama, Achmad. Komunitas Masyarakat Pesisir Di Tambak Lorok, Semarang. Jurnal Sabda Volume
11, Nomor 2, Desember 2016.
48 Wahyudin, Yudi. 2015. Op Cit.
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d.

dan dikenal dengan istilah juragan.
2)  Strata menengah adalah mereka yang menguasai tanah tambak yang
kecil.
3) Strata bawah adalah para buruh tambak.4°

Kemudian faktor terakhir lainnya yang mempengaruhi kebahagiaan
masyarakat pesisir adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau primer.
Kebutuhan pokok atau primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan
yang paling penting dipenuhi untuk memelihara kelangsungan hidup setiap
manusia. Kebutuhan primer terdiri dari makanan dan minuman, pakaian,
tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan teknologi.®® Terpenuhinya
kebutuhan primer merupakan salah satu faktor meningkatkan kebahagiaan
masyarakat pesisir.
Masalah Tingkat Kebahagiaan Hidup Masyarakat Pesisir dan

Penyebabnya.

Berdasarkan hasil analisis sebab akibat permasalahan kebahagiaan
hidup masyarakat pesisir terhadap lima modal atau aset penghidupan,
berikut beberapa permasalahan yang ada :

1)  Permasalahan aspek atau modal alamiah yaitu kurangnya bimbingan
psikologi atau konseling agar memberikan kesadaran kepada masyarakat
terkait pemanfaatan lingkungan pesisir secara sehat dan ekonomis. Hal
tersebut disebabkan oleh kurangnya bimbingan psikologi atau konseling
agar memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pemanfaatan
lingkungan pesisir secara sehat dan ekonomis.

2) Permasalahan aspek atau modal finansial yaitu kurangnya bantuan
finansial kepada masyarakat pesisir. Penyebab dari masalah tersebut
adalah minimnya bantuan finansial kepada masyarakat pesisir untuk
meningkatkan kebahagiaan hidup masyarakat pesisir.

3) Permasalahan aspek atau modal manusia yaitu kurangnya beasiswa
pendidikan kepada siswa berprestasi dari masyarakat pesisir, kurangnya

beasiswa program bantuan beasiswa dokter spesialis, dokter, perawat

49 Mambang, S.K dkk. Analisis Jurnal Pelapisan Sosial-Budaya Pesisir Kelurahan Mangkang Kulon,
Semarang. Jurnal Sabda Volume 13, Nomor 1, Juni 2018.

0 Syarifuddin, Muh. Analisis Tentang Aktivitas Buruh Tani Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Di
Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor
3, 2016: 71-85.
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e.

untuk masyarakat pesisir terpencil dan terbelakang dan kurangnya
penyuluhan tentang pola hidup sehat untuk masyarakat pesisir. Hal
tersebut terjadi karena minimnya beasiswa pendidikan kepada siswa
berprestasi dari masyarakat pesisir terutama diarahkan di bidang kelautan
dan perikanan dan tidak adanya beasiswa program bantuan beasiswa
dokter spesialis, dokter, perawat untuk masyarakat pesisir terpencil dan
terbelakang.

4) Permasalahan aspek atau modal fisik yaitu kurangnya dukungan
fasilitas dan sarana rekreasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana
rumah ibadah, rumah penduduk serta MCK untuk masyarakat pesisir.
Penyebab dari permasalahan ini adalah pembangunan masih belum
menyentuh daerah pesisir dan terpencil.

5) Permasalahan aspek atau modal sosial adalah kurangnya
penyuluhan dan edukasi tentang hubungan sosial sehat antar individu,
antar keluarga, antar masyarakat sesuai dengan norma-norma yang
berlaku di masyarakat. Hal ini terjadi karena penyuluhan dan edukasi
tentang hubungan sosial sehat antar individu, antar keluarga, antar
masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat
masih sangat minim.

Upaya-upaya Mengatasi Permasalahan Kebahagiaan Hidup

Masyarakat Pesisir.

Upaya-upaya mengatasi permasalahan kebahagiaan hidup
masyarakat pesisir di susun berdasarkan beberapa permasalahan yang
terjadi beserta penyebabnya yang mencakup lima potensi atau lima modal.
Beberapa upaya untuk meningkatkan kebahagiaan hidup masyarakat
pesisir tersebut merupakan hasil analisis dari kebijakan, potensi, faktor-
faktor yang mempengaruhi dan kontribusi peningkatan kesejahteraan
masyarakat pesisir terhadap keamanan laut. Setelah masalah dan
penyebab masalah yang menghambat kebahagiaan hidup masyarakat
pesisir diuraikan berdasarkan modal alamiah, finansial, manusia, fisik dan
sosial, maka berikutnya adalah upaya pemecahan masalah yang akan
dijelaskan sebagai berikut:

1)  Penyelesaian masalah aspek atau modal alamiah yaitu dengan cara

Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan,
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Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kotamadya memberikan penyuluhan
dan bimbingan psikologis terhadap masyarakat terkait pemanfaatan
lingkungan pesisir secara sehat dan ekonomis.

2) Penyelesaian masalah aspek atau modal finansial yaitu dengan cara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kotamadya melalui Dinas terkait memberikan bantuan finansial
kepada masyarakat pesisir yang miskin baik berupa Bantuan Langsung
Tunai, Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan, Asuransi Kesehatan dan
Asuransi Keselamatan Kerja.

3) Penyelesaian masalah aspek atau modal manusia yaitu dengan cara
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bekerjasama dengan
Kementerian Pendidikan dan Dinas terkait memberikan Beasiswa
Pendidikan kepada siswa berprestasi dari masyarakat pesisir untuk
menempuh jenjang pendidikan sampai dengan Pendidikan Tinggi di bidang
kelautan dan perikanan. Selain itu LPDP bekerjasama dengan
Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi /
Kabupaten / Kotamadya menyempurnakan program bantuan beasiswa
dokter spesialis, dokter, perawat dalam rangka menyiapkan SDM Tenaga
Kesehatan untuk masyarakat pesisir terpencil dan terbelakang. Disamping
menyiapkan tenaga medis di desa pesisir dan terpencil, perlu juga Dinas
Kesehatan Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kotamadya memberikan
penyu-luhan tentang pola hidup sehat untuk masyarakat pesisir.

4) Penyelesaian masalah aspek atau modal fisik yaitu Pemerintah Pusat
/ Propinsi / Kabupaten / Kotamadya memperbaiki atau membangun fasilitas
dan sarana rekreasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana rumah
ibadah, rumah penduduk serta MCK untuk masyarakat pesisir dengan
mempertimbangkan kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global.
5) Penyelesaian masalah aspek atau modal sosial yaitu Pemerintah
Pusat / Propinsi / Kabupaten / Kotamadya memberikan penyuluhan dan
edukasi tentang hubungan sosial sehat antar individu, antar keluarga, antar

masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
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f. Kontribusi Peningkatan Kebahagiaan Hidup Masyarakat Pesisir Bagi
Pengamanan Laut.

Kebahagiaan hidup masyarakat pesisir akan terwujud jika kebutuhan
pokok masyarakat terpenuhi dengan baik melalui pertimbangan sifat atau
karakter masyarakat dan perbandingan sosial. Terpenuhinya kebutuhan
pokok masyarakat dengan baik melalui pertimbangan sifat atau karakter
masyarakat dan perbandingan sosial akan memberikan kepuasan bagi
masyarakat pesisir tentang kondisi kehidupannya. Hal tersebut sangat
membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan pemahaman dan
pengamalan masyarakat pesisir tentang jiwa nasionalisme, kebanggaan
sebagai bangsa maritim terbesar di dunia dan selanjutnya mendorong
bertambahnya produktivitas masyarakat maritim dalam mengeksplorasi
dan mengeksploitasi secara berkelanjutan seluruh sumber daya alam yang
tersedia di seluruh perairan Indonesia. Hal positif yang dapat mewujudkan
pengamanan laut dari kebahagiaan hidup masyarakat pesisir adalah
kebahagiaan hidup akan mampu membentuk manusia-manusia yang
memiliki ketenangan hati dan pikiran yang jernih. Sehingga beberapa
persoalan seperti konflik antar nelayan terkait daerah tangkapan dapat

diselesaikan dengan baik.

16. Pembahasan Dari Aspek Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir.

Tahapan terakhir dari peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut
Sergel dan Bruzy adalah meningkatkan kualitas hidup. Jika kesehatan, ekonomi,
kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat pesisir telah meningkat maka dapat
di pastikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir telah meningkat
juga. Peningkatan kualitas hidup menjadi indikasi terakhir akan adanya
peningkatan kesejahteraan dalam sebuah komunitas masyarakat. Karena pada
saat suatu masyarakat telah mengalami peningkatan kualitas hidup maka secara
otomatis masyarakat tersebut telah mengalami peningkatan kesehatan,
perekonomian dan kebahagiaan. Data dan fakta yang ada menyebutkan bahwa
masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia masih jauh dari sejahtera. Hal
tersebut karena pendapatan rendah karena proses penangkapan ikan masih
bersifat tradisional, taraf kesehatan rendah karena tingkat pendidikan rendah,

dan penanganan pasca penangkapan ikan masih buruk sehingga kualitas ikan
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kurang terjaga. Berikutnya akan dijabarkan regulasi, potensi, faktor-faktor yang
mempengaruhi, permasalahan, upaya mengatasi dan kontribusi peningkatan
kualitas hidup masyarakat pesisir bagi pengamanan laut.

a. Regulasi tentang Kualitas Hidup.

Teori kualitas hidup berdasarkan definisi dari WHO mencakup faktor
fisik, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Faktor fisik
mencakup kesehatan fisik dan pendidikan, faktor psikologis yang dimaksud
adalah tingkat stress individu, faktor sosial meliputi relasi personal,
dukungan sosial, dan aktivitas seksual. Sedangkan faktor lingkungan yang
dimaksud adalah sumber pendapatan, keamanan lingkungan, kebersihan
lingkungan, dan sarana pengembangan diri.>" Regulasi yang mengatur hal
ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, Permendesa No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009
dalam penjelasan pasal 2 huruf ¢ menjelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi
peningkatan kualitas hidup warga negara.

Dalam Permendesa No.6 Tahun 2020 dijelaskan lebih detail tentang
kualitas hidup. Terdapat beberapa penjelasan tentang kualitas hidup di

awali dengan pengertian-pengertian yang terdapat pada pasal 1.

Pasal 1 ayat 14,
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 1 ayat 22,

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara
berkelanjutan.

Pasal 1 ayat 23,
Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,

51 Jacob, D.E dan Sandjaya. Loc. Cit.
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ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup

manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
Pada lampiran I, Bab | tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, di
sebutkan bahwa Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan
pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan
peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian masih di

Bab | pada subbab B menjelaskan tentang tujuan pedoman umum yaitu:

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia;
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan
kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan
Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini
yaitu: 1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa
pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 2.
memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas
dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan 3. menjelaskan tata
kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Secara umum, penjelasan tentang prioritas penggunaan dana desa

ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan,

peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dan peningkatan

pendapatan asli desa.

Potensi tentang Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir.

Faktor fisik, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor lingkungan
merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan kualitas hidup yang
lebih baik.

1) Modal alamiah. Ketersediaan buah kelapa dan produk hasil laut
seperti rumput laut, ikan-ikan laut, cumi-cumi, kepiting, kerang, kuda laut,
teripang merupakan produk laut yang memiliki nilai ekonomis yang cukup
tinggi. Selain itu lingkungan hutan bakau dapat diubah menjadi usaha
produktif baik sebagai penghasil kayu, arang ataupun sebagai destinasi

wisata baru. Lahan tanah ditepi pantai dapat dimanfaatkan menjadi tambak
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garam, bandeng, kepiting dan udang. Semua manfaat tersebut jika
dioptimalkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.

2) Modal finansial. Mayoritas masyarakat pesisir Indonesia adalah
nelayan tradisional yang memiliki kemampuan finansial terbatas terutama
dalam memenuhi kebutuhannya.

3) Modal manusia beserta keahliannya. Kehidupan masyarakat pesisir
didominasi oleh kehidupan masyarakat miskin. Hal tersebut mempengaruhi
psikologis masyarakat pesisir itu sendiri yang merasa minder untuk
mengerjakan sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

4) Modal fisik. Modal fisik untuk meningkatkan kualitas hidup saat ini
tidak semua merata di setiap desa pesisir. Beberapa desa memiliki fasilitas
sarana prasarana yang cukup lengkap untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakatnya. Namun mayoritas desa pesisir tidak memiliki fasilitas
sarana prasarana yang cukup memadai.

5) Modal sosial. Serupa dengan modal fisik, modal sosial untuk
meningkatkan kualitas hidup yang dimiliki oleh masyarakat pesisir juga
terbatas, hanya juragan atau nelayan besar dan koperasi yang memiliki
relasi cukup luas atau kerjasama bisnis dengan beberapa pihak.

Keberadaan koperasi mempermudah nelayan memiliki relasi atau jaringan

bisnis.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat
Pesisir.

Berdasarkan teori kualitas hidup, terdapat empat faktor yang
mempengaruhi kualitas hidup manusia, yaitu faktor fisik, faktor psikologis,
faktor sosial, dan faktor lingkungan. Faktor fisik mencakup kesehatan fisik
dan pendidikan, faktor psikologis yang dimaksud adalah tingkat stress
individu, faktor sosial meliputi relasi personal, dukungan sosial, dan
aktivitas seksual. Sedangkan faktor lingkungan yang dimaksud adalah
sumber pendapatan, keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, dan
sarana pengembangan diri. Jika seluruh faktor tersebut dalam kondisi baik,
maka kualitas hidup masyarakat pesisir akan semakin baik. Faktor fisik
yang mencakup kesehatan fisik dan pendidikan dipengaruhi oleh
kemampuan finansial masyarakat untuk memenuhinya. Faktor psikologis

yang dipengaruhi oleh tingkat stress individu sangat tergantung pada cara
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pandang atau pola pikir setiap individu dalam menghadapi suatu
permasalahan. Sedangkan untuk faktor sosial sangat tergantung pada
kemampuan sosialisasi setiap individu dalam komunitas masyarakat.
Kemudian sumber pendapatan atau tempat usaha, keamanan lingkungan,
kebersihan lingkungan, dan sarana pengembangan diri yang
mempengaruhi faktor lingkungan, sangat bergantung pada kemampuan
individu, pola pikir individu saat menyikapi tentang pentingnya keamanan
dan kebersihan lingkungan.
Masalah Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir dan Penyebabnya.
Berdasarkan hasil analisis sebab akibat permasalahan kualitas hidup
masyarakat pesisir terhadap lima modal atau aset penghidupan, berikut
beberapa permasalahan yang ada, selanjutnya diuraikan dengan lebih
jelas dalam beberapa poin dibawah ini :
1)  Permasalahan aspek atau modal alamiah yaitu kurangnya bimbingan
psikologi atau konseling agar memberikan kesadaran kepada masyarakat
dalam memanfaatkan alam tanpa mengakibatkan kerusakan / pencemaran
lingkungan.
2) Permasalahan aspek atau modal finansial yaitu kurangnya bimbingan
psikologi atau konseling kepada masyarakat pesisir untuk mengoptimalkan
atau mengembangan kemampuan diri masing-masing individu.
3) Permasalahan aspek atau modal manusia yaitu kurangnya
pengetahuan pengemasan produk untuk menambah nilai jual dan
kurangnya penyuluhan tentang cara efektif efisien menangkap ikan.
4) Permasalahan aspek atau modal fisik yaitu kurangnya dukungan
sarana prasarana agar bimbingan psikologi masyarakat pesisir dapat
terlaksana dengan baik.
5) Permasalahan aspek atau modal sosial adalah rendahnya
kemampuan bersosialisasi dan memiliki relasi sosial diluar komunitas
masyarakat pesisir.
Upaya-upaya Mengatasi Permasalahan Kualitas Hidup Masyarakat

Pesisir.

Pada tahap akhir ini, Sebagian besar permasalahan, penyebab dan
upaya yang diambil untuk mengatasinya telah dibahas pada tiga tahapan

sebelumnya. Keistimewaan tahap ini adalah menambahkan aspek
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bimbingan psikologi kepada masyarakat pesisir untuk mengetahui lebih
dalam potensi-potensi baru maupun hal-hal baru yang menghambat
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam mendukung
pengamanan laut. Seluruh upaya disajikan pada uraian dibawah ini:

1) Upaya menyelesaikan masalah aspek atau modal alamiah adalah
dengan cara Pemerintah Pusat / Propinsi / Kabupaten / Kotamadya
memberikan bimbingan psikologi atau konseling untuk memperbaiki
pandangan masyarakat pesisir dalam berinteraksi dan memanfaatkan alam
sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam
memanfaatkan alam tanpa mengakibatkan kerusakan / pencemaran
lingkungan.

2) Upaya menyelesaikan masalah aspek atau modal finansial adalah
dengan cara Pemerintah Pusat / Propinsi / Kabupaten / Kotamadya
memberikan dukungan finansial untuk bimbingan psikologi atau konseling
terhadap masyarakat pesisir.

3) Upaya menyelesaikan masalah aspek atau modal manusia adalah
dengan cara Pemerintah Pusat / Propinsi / Kabupaten / Kotamadya
memberikan bimbingan psikologi atau konseling kepada masyarakat
pesisir untuk mengoptimalkan atau mengembangkan kemampuan diri
masing-masing individu meliputi pengembangan di bidang pemanfaatan
sumber daya alam, perekonomian, bidang keuangan, bidang kesehatan,
bidang Pendidikan dan lain sebagainya.

4) Upaya menyelesaikan masalah aspek atau modal fisik adalah dengan
cara Pemerintah Pusat / Propinsi / Kabupaten / Kotamadya memberikan
dukungan sarana prasarana agar bimbingan psikologi masyarakat pesisir
dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan kenaikan
permukaan laut akibat pemanasan global.

5) Upaya menyelesaikan masalah aspek atau modal fisik adalah
dengan cara Pemerintah Pusat / Propinsi / Kabupaten / Kotamadya
memberikan bimbingan psikologi atau konseling kepada masyarakat
pesisir untuk dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan memiliki
relasi sosial.

Kontribusi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Bagi

Pengamanan Laut.
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Peningkatan kualitas hidup merupakan upaya paripurna dari tiga
upaya sebelumnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Peningkatan kualitas hidup yang mencakup faktor fisik, faktor psikologis,
faktor sosial, dan faktor lingkungan dapat menyebabkan perubahan
kehidupan masyarakat pesisir dari seluruh aspek kehidupan secara positif.
Peningkatan faktor fisik yang mencakup kesehatan fisik dan pendidikan
melalui pemenuhan makanan bergizi, rumah tempat tinggal yang layak dan
sehat, pemenuhan kebutuhan sandang yang layak dan pemenuhan
kebutuhan pedidikan (tenaga pendidik, kurikulum, gedung sekolah, dan
sarana pendukung lainnya) akan mampu meningkatkan kemampuan
intelektual generasi muda masyarakat pesisir, merubah mindset generasi
sebelumnya dan membawa kemajuan bagi kehidupan masyarakat pesisir
dimasa mendatang untuk memiliki kesadaran berkontribusi membantu para
aparat keamanan dalam menjaga keamanan laut. Peningkatan faktor
psikologis, faktor sosial, dan faktor lingkungan masyarakat pesisir berperan
sebagai penyempurna bagi peningkatan faktor fisik sebelumnya.
Peningkatan kualitas psikologi masyarakat pesisir akan melahirkan
manusia-manusia yang memiliki sifat etos kerja keras, pantang menyerah,
bertanggung jawab yang selanjutnya menjadi modal dasar bagi
masyarakat pesisir dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial
dimasa yang akan datang terutama terhadap ancaman ekpansi dari
paham-paham terorisme dan radikalisme. Faktor lingkungan masyarakat
pesisir yang berwujud pantai dan laut menyimpan banyak kandungan
sumber daya alam yang sangat kaya dan bernilai ekonomis tinggi. Saat ini,
baru sebagian kecil saja dari sumber daya alam laut Indonesia yang dapat
dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan teknologi. Jika seluruh
potensi sumber daya alam Indonesia yang ada, dapat dikelola dan
dimanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab maka akan memberikan
kontribusi finansial yang sangat besar bagi negara serta dapat dijadikan
modal dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Dan tentunya dampak tidak langsungnya adalah
keamanan laut akan semakin kuat melalui partisipasi aktif masyarakat

pesisir.
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